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ANALISIS MAS}LAH}AH MURSALAH TERHADAP LABEL HALAL PADA PRODUK BERDASARKAN UU NO. 8 TAHUN 1999  TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Agung Setiono

Abstrak: Function halal label on the product under Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, kosher label, a product consumed goods can be categorized as dubious goods. So in this case the expected morality on the part of manufacturers to provide good protection to the consumer by the manufacturer in the form of voluntary labeling and lawful for the release of the product. Thus, consumers are becoming more comfortable and avoid worrying, given that the halal food for Muslims is principally because it relates to his religious beliefs. In mas}lah}ah mursalah in principle is an attempt in law specifies kemas}lahatan community basing on the legal situation is not contained in the na>sh or ijma', there is also no denial of it explicitly. And can we assume that their kosher label on the product showed a positive impact or the benefits to all Muslims. In line with the above conclusion, so to guarantee kosher must memeperhatikan things above, can not be home produksen labeled kosher products even though they are already assured of halal production, before going through the testing and monitoring of body LPPOM, that this is done by LPPOM MUI. With the clarity of this label consumers can feel safe when consuming food..

Keyword: halal label, mas}lah}ah mursalah, UU No. 8 Tahun 1999  
Pendahuluan

Kehalalan produk pangan merupakan hal yang penting bagi umat Islam. Hal ini menjadi pertimbangan bagi mereka dalam membeli atau mengkonsumsinya. Jika pangan (makanan atau minuman) tersebut mengandung bahan yang haram, maka makanan tersebut dipertimbangkan untuk tidak dikonsumsinya, oleh karena itu dalam memilih produk pangan dalam kemasan ini, konsumen sendiri dituntut untuk labih teliti dan jeli. Meski demikian, konsumen mempunyai keterbatasan, dikarenakan teknologi pembuatan pangan saat ini yang semakin kompleks dan seringkali tidak dapat lagi dijangkau dengan indera.

Mengingat semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, dimana makanan atau minuman dimungkinkan untuk diproduksi dengan cepat dan efisien dengan memakai perangkat atau alat, cara dan campuran tertentu, sehingga menghasilkan produk dengan kualitas dan kuantitas yang diinginkan, untuk mengetahui kehalalan produk tersebut tentu tidak lagi ditentukan secara manual dan sederhana. Untuk mengimbangi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan ini, maka proses pengujian kehalalan produk juga harus menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu, diantaranya menggunakan laboratorium. Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam mensikapi produk pangan dalam kemasan yang belum teruji dalam pengujian/pemeriksaan.

Kondisi demikian telah memberi banyak manfa’at konsumen, namun di sisi lain konsumen menjadi objek aktifitas bisnis para pelaku usaha mengharamkan keuntungan sebesar-besarnya baik dengan peromosi maupun penjualan yang sering merugikan konsumen. Perhatian terhadap perlindungan konsumen sangat diperlukan mengingat setiap orang pada suatu waktu, apakah sendiri atau berkelompok bersama orang lain, oleh karena itu diperlukan pemberdayaan konsumen.
 Patut disukuri kini di Indonesia telah memiliki undang-undang yang yang mengatut tentang perlindungan konsumen. Yaitu dikeluarkannya Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan terhadap konsumen. UU ini disyahkan BJ Habibie prisiden peralihan pada saat itu.
 Dalam Undang-undang tersebut, disebutkan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan / atau jasa. Undang-undang ini menunjukkan bahwa konsumen, termasuk konsumen muslim yang merupakan mayoritas konsumen di Indonesia, berhak mendapatkan barang dan jasa yang nyaman dikonsumen olehnya, salah satu pengertian nyaman bagi konsumen Muslim adalah bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah keagamanya, yaitu halal, selanjutnya dalam undang-undang ini juga disebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa. Hal ini memberikan pengertian kepada kita bahwa keterangan yang diberikan oleh perusahaan haruslah benar atau telah teruji telebih dahulu. Dengan demikian perusahaan tidak dapat dan serta merta mengklaim produknya halal, sebelum melalui pengujian kehalan yang ditentukan.
  

Selama ini, masyarakat konsumen Muslim memerlukan kepastian hukum halal terhadap seluruh pangan yang di konsumsi, sehingga muncul adanya kecenderungan yang kuat bahwa konsumen muslim amat selektif dalam memilih produk pangan yang halal. Hal ini dapat berakibat pada pangan yang di impor maupun di produksi yang tidak berlabel halal mulai ditinggalkan konsumen, dan sebaliknya, pangan yang berlabel halal di cari oleh konsumen.
 Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 (a) disebutkan bahwa: “hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Pasal ini menunjukkan, bahwa setiap konsumen, termasuk konsumen muslim yang merupakan mayoritas konsumen di Indonesia, berhak untuk mendapatkan barang yang nyaman dikonsumsi olehnya. Salah satu pengertian nyaman bagi konsumen Muslim adalah bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agamanya, alias halal.

Mengenai teori  mas}lahah murs}alah bab ini meliputi; [image: image1.png]


Pengertian, 

Mas}lahah Murs}alah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara’ dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Mas}lahah Murs}alah disebut juga mashlahat yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara Mas}lahah Murs}alah  semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfa’at dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.
 Tujuan syara’ yang harus dipelihara ada lima bentuk, yaitu: melihara agama, jiwa, harta, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan sesuatu yang pada intinya untuk memelihara ke lima aspek tujuan syara’ tersebut di namakan Mas}lahah.

Dalam kaitan dengan ini, Al-Syatibi mengartikan Mas}lahah itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya maslahah dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syara’ kepada maslahah. 

1. Dari segi terjadinya Mas}lahah dalam kenyataan, berarti sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya\, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan aklinya secara mutlak.

2. Dari segi tergantungnya tuntutan syara’ kepada maslahah, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara’. Untuk untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.

Dari beberapa definisi tentang mas}lahah dan rumusnya yang berbreda tersebut dapat disimpulkan bahwa mas}lahah itu adalah suatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatanngkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan pada manusia, sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.

Dari kesimpulan tersebut terlihat adanya perbedaan antara maslahah dalam pengertian bahasa (umum) dengan maslahah dalam pengertian hukum atau syara’ perbedaan terlihat dari segi tujuan syara’ yang dijadikan rujukan. Mas}lahah dalam bahasa merujuk kepada tujuan pemerubahan bentuk manusia dan karenanya mengandung pengertian hawa nafsu. Sedangkan pada maslahah dalam artian syara’ yang menjadi titik bahasadalam ushul fiqh, yang menjadi ukuran dan rujukan adalah tujuan syara’ yaitu memelihara agama, akal, turunan, dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kebahagiaan dan menjaukan dari kesengsaraan.
Dasar Hukum Mas}lahah Murs}alah
Ada bebrapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori Mas}lahah Murs}alah diantaranya adalah :

1. Al Quran.
Di antara ayat-ayat yang dijadikan dasar berlakunya Mas}lahah Murs}alah adalah firman Allah SWT.
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Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. ( Q.S. Yunus: 57).
2. Hadits.

Hadits yang dikemukakan sebagai landasan syar’i atas kehujahan Mas}lahah Murs}alah adalah sabda Nabi saw.

حد ثنا ندَلُ بَنْ المَحْرَبْ حد ثن شُعْبَةٌ عَنْ قَتَا دَةٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاالْحُلَيْلِ يُحَدِ ثُ عَنْ عَبْدُ الله بِنْ العا ر ث عَنْ حَكِيم بِنْ حن امٍ رَ صِي الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : البيا ن با لحيار مالم وإن كتما وكذ بامحقت بركة بيعهما (رواهالبخارى)
“Diceritakan  Badal bin Mahrab, diceritakan sy’bah dari Qatadah berkata saya mendengar Abi Khulail pembicarakan dari Abdullah bin Haris Hakim Bin Hizam RA. Bahwa Rasulallah berkata : dalam jual beli dengan cara khiyar selain belum terpisah ataupun sudah maka terdapat kejujuran dan kejelasan diantara mereka maka terdapat berkah dalam transaksinya dan jika mereka menyembuyikan dan berdusta, maka Allah akan menghapus berkah dari transaksi tersebut”, (HR. al-Bukhari).

3. Perbuatan Para Sahabat, Ulama Salaf dan Jumhur Ulama.

Dalam memberikan contoh Mas}lahah Murs}alah di muka telah dijelaskan, bahwa para sahabat seperti Abu Bakar As Shidiq, Umar bin Khathab dan para Imam Madzhab telah mensyariatkan aneka ragam hukum berdasarkan prinsip Mas}lahah. Disamping dasar-dasar tersebut di atas, kehujahan Mas}lahah Murs}alah  juga didukung dalil-dalil aqliyah (alasan rasional) sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Kholaf dalam kitabnya Ilmu Ushulil Fiqih bahwa kemaslahatan manusia itu selalu aktual yang tidak ada habisnya, karenanya, kalau tidak ada syariah hukum yang berdasarkan maslahat manusia berkenaan dangan Mas}lahah baru yang terus berkembang dan pembentukan hukum hanya berdasarkan prinsip Mas}lahah yang mendapat pengakuan syara’ saja, maka pembentukan hukum akan  berhenti dan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia di setiap masa dan tempat akan terabaikan.
Klasifikasi Mas}lahah Murs}alah dan Syarat-Syarat Mas}lahah Murs}alah  
Sementara  itu, yang menjadi  obyek Mas}lahah Murs}alah berada pada  lingkup hukum  syara’  secara  umum, dengan memperhatikan adat  dan hubungan  sesama  manusia  yang  menjadi  pilihan pokok untuk mencapai  kemashlahatan.  Kejadian atau peristiwa yang perlu  ditetapkan hukumnya, tetapi  tidak  ada  satupun nash (al-Qur’a>n dan al-Hadi>s}) yang dijadikan dasar, merupakan obyek Mas}lahah Murs}alah.

Secara  singkat  dapat  dikatakan bahwa Mas}lahah Murs}alah  
itu di terfokus  pada  lapangan yang tidak terdapat  dalam  nash, baik dalam  al-Qur’a>n maupun al-Hadi>s}, sebagai  sumber  hukum  nash  atas  kejadian yang ada  penguatnya melalui  I’tiba>r  secara implicit  dan juga  difokuskan pada  persoalan-persoalan yang tidak didapatkan adanya  ijma’  atau qiyas  yang berhubungan dengan kejadian tersebut.

Sehingga seseorang tidak menjadikan keinginannya sebagai ilhamnya dan menjadikan syahwatnya sebagai syari’atnya. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut
:

1. Mas}lahah itu harus hakikat, bukan dugaan. Serta mempunya disiplin ilmu tertentu memandang bahwa pembentukan hukum itu harus didasarkan pada maslahah hakikiyah yang dapat menarik manfaat untuk manusia dan dapat menolak bahaya dari mereka.

2. Mas}lahah harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untik beberapa orang dalam jumlah sedikit.

3.  Mas}lahah itu harus sejalan dengan tujuan  hukum-hukum yang dituju oleh Syar’i. Maslahah tersebut harus dari jenis maslahah yang didatangkan oleh Syar’i. Seandainya tidak ada dalil tertentu yang mengakuinya, maka maslahah tersebut tidak sejalan dengan apa yang telah dituju oleh Islam. Bahkan tidak dapat disebut maslahah.

4. Mas}lahah itu bukan maslahah yang tidak benar, dimana nash yang sudah ada tidak membenarkannya, dan tidak menganggap salah.

Mas}lahah dengan sifat yang sesuai (al-washfu al-muna>sib) ketika terdapat  saksi  syara’  mengakui  dengan salah satu dari  macam-macam  pengakuan itu, maka sifat  tersebut  berarti  sesuai  yang diakui  oleh syara’. Dan jika  ada  saksi  yang  membatalkan pengakuan itu maka  sifat  itu sesuai  yang membatalkan. Tetapi  bila  terdapat  saksi  syaraå  yang mengakui  atau membatalkan maka  sifat  tersebut  sesuai  yang umum  (Al-Munasib Al-Mursal), dengan istilah lain disebut  Mas}lahah Murs}alah.

Peran Mas}lahah Murs}alah  Dengan Penetapan Hukum

Allah menurunkan Agama Islam kepada umat-Nya disertai dengan aturan-aturan (hukum). Aturan-aturan (hukum) tersebut dibuat oleh Allah agar manusia selamt hidup di dunia sampai ke akhirat kelak. Agama (Islam) beserta aturan-aturan (hukum) yang dibuat oleh Allah tersebut merupakan wahyu, diturunkan kepada para Nabi dan Rasul-Nya melalui perantaraan Malaikat Jibril. Sedangkan Nabi dan Rasul terakhir adalah Muhammad, s.a.w.

Wahyu yang diturunkan oleh Allah tersebut, adakalanya untuk menyelesaikan persoalan hukum yang sedang dihadapi oleh umat Islam kala itu, dan dalam ilmu al- Qur’an dikenal dengan istilah asba>bun al-nuzu>l atau sebab-sebab turunnya wahyu (ayat al-Qur’an).
 Namun apabila Allah tidak menurunkan wahyu kepada Nabi atau Rasul untuk menyelesaikan persoalan hukum (tertentu) yang sedang dihadapi oleh umat Islam kala itu, maka Nabi melakukan ijtiha>d, menggali hukumnya (istinba>t}), kemudian hasil ijtihad Nabi tersebut disebut dengan al-Sunnah (qauliyah, fi’liyah dan taqri>yah). Dengan demikian terlihat bahwa, sumber hukum Islam semasa Nabi Muhammad Saw., hidup hanya dua yaitu, al-Qur’an dan al-Sunnah Nabi sebagai empirisasi dari wahyu Allah. 

Pengertian Dari UU no.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Hukum perlindungan konsumen menurut Nasution adalah “keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah berbagai fihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, didalam pergaulan hidup”.

Kata keseluruhan dimaksutkan untuk menggambarkan bahwa didalamnya termasuk seluruh pembedaan hukum menurut jenisnya. Jadi, termasuk didalamnya, baik peraturan perdata, pidana, administrasi Negara maupun hukum internasional. Sedangkan cakupannya adalah; hakdan kewajiban serta cara-cara pemenuhannya dalam usaha untuk dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu bagi konsumen mulai dari usahanya untuk mendapatkan kebutuhannya dari produksen, miliputi; informasi memilih, harga sampai pada akibat-akibat yang timbul karna penggunaan kebutuhan itu.

Dengan demikian, jika perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin segala kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen tiada lain adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujutnya perlindungan hukum terhadap pentingnya konsumen. Undang-undang perlindungan konsumen terealisasi pada 1999 melalui undang-undang nomor 8 yang di undangkan pada tanggal 20 april dalam lembaran Negara Nomer 42 dan berlaku efektif satu tahun setelah diundangkan yaitu sejak tanggal 20 april 2000.

Dalam berbagai literatur ditemukan sekurang-kurangnya dua istilah mengenai hukum yang mempersoalkan konsumen, yaitu “hukum konsumen“ dan “hukum perlindungan konsumen“. Istilah “hukum konsumen“ dan “ hukum perlindungan konsumen“ sudah sangat sering terdengar. Namun, belum jelas benar apa saja yang masuk ke dalam materi keduanya. Juga, apakah kedua “cabang“ hukum itu identik.

Dengan demikian, jika perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen tiada lain adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1999 memberi pengertian perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen tersebut antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab (konsideran huruf d, UU).
Dasar Hukum Label Halal 

Hukum hidup, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat sebagai sarana menciptakan ketentraman dan ketertiban bagi kedamaian dalam hidup sesama warga masyarakat. Hukum akan tumbuh dan berkembang bila masyarakat menyadari makna kehidupan hukum dalam kehidupannya. Sedangkan tujuan hukum sendiri ialah untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.
 Hukum juga dituntut untuk memenuhi nilai-nilai dasar hukum yang meliputi keadilan, kerugian/ kemanfaatan dan kepastian hukum. Hukum yang mengatur perlindungan konsumen tentu saja di tuntut pula untuk memenuhi nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, walaupun kadang-kadang bila salah satu nilai tersebut tercapai nilai yang lain menjadi terabaikan.
Bekerjanya hukum dapat dikatakan baik dan efektif bila melibatkan tiga komponen dasar yaitu pembuat hukum, birokrat pelaksana dan pemegang peran. Setiap anggota masyarakat (para konsumen dan pelaku usaha) sebagaimana pemegang peran, perilakunya ditentukan oleh pola peranan yang diharapkan darinya, namun bekerjanya harapan itu ditentukan faktor-faktor lainnya. Faktor-faktor tersebut adalah
:

1. Sanksi yang terdapat dalam peraturan;

2. Aktivitas dari lembaga atau badan pelaksana hukum;

3. Seluruh kekuatan sosial, politik dan yang lainnya yang bekerja atas diri pemegang peran.

Perilaku konsumen dan pelaku usaha tentu saja juga tidak lepas dari tingkat pengetahuan, sikapnya terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, sehingga kemudian menimbulkan niat untuk berperilaku. Fishbein dan Ajzen mengenalkan model hubungan antara pengetahuan, sikap, niat dan perilaku. Menurut Hobbs dan Freud, bahwa pada dasarnya perilaku individu manusia adalah egoistis dan karenanya cenderung memuaskan kepentingannya sendiri. Akibat dari sifat manusia yang cenderung ingin memuaskan kepentingannya sendiri itu, maka sering menimbulkan benturan-benturan dengan fihak lain yang apabila hal ini dibiarkan terus berlangsung akan menciptakan penyimpangan sosial (deviasi sosial). Dalam hal ini peranan hukum sebagai upaya pembentukan perilaku sosial dalam diri seseorang untuk mampu berbagi kepentingan dengan orang lain diperlukan.

Dampak Positif (manfa’at) Dari Adanya Label Halal Pada Produk Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kewenangan label halal pada produk
Ketentuan hukum mengenai pelabelan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Permendag No.22/M-DAG/PER/5/2010 tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No, 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “ Halal “ pada Label Makanan, Peraturan Menteri Kesehatan RI No.180/Menkes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa yang telah dirubah dengan Keputusan Dirjen POM No. 02591/B/SK/VIII/91.

UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagai undang-undang payung tidak mengatur secara spesifik mengenai pelabelan khususnya produk pangan. Pengaturan secara lebih spesifiknya ada dalam PP No. 69 Tahun 1999. Sebelum PP tersebut lahir, pengaturan pelabelan secara singkat ada dalam UU No. 7 Tahun 1996 tentang pangan. Pasal 1 (3) dari PP No. 69 Tahun 1999 menentukan bahwa yang dimaksud dengan label pangan adalah : setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan. Pengertian yang sama juga ada dalam ketentuan pasal 1 angka 15 UU No 7 Tahun 1996.

Lebih lanjut didalam pasal 2 PP No. 69 Tahun 1999 ditentukan bahwa :

1. Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemas pangan.

2. Pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.

Kemudian didalam pasal 3 dari PP No. 69 Tahun 1999 tersebut ditentukan bahwa :

1. Label sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) berisikan keterangan mengenai pangan yang bersangkutan.

2. Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya :

a. nama produk;

b. daftar bahan yang digunakan;

c. berat bersih atau isi bersih;

d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia.

e. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.

Dari penjelasan pasal-pasal diatas, dapatlah dilihat bahwa label itu berbeda dengan merek. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang N0. 15 Tahun 2001 tentang Merek, merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Merek memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahan yang satu dengan perusahaan yang lain.

Dengan adanya merek yang membuat produk yang satu beda dengan yang lain, diharapkan akan memudahkan konsumen dalam menentukan produk yang akan dikonsumsinya berdasarkan berbagai pertimbangan serta menimbulkan kesetiaan terhadap suatu merek (brand loyalty). Kesetiaan konsumen terhadap suatu merek atau brand yaitu dari pengenalan, pilihan dan kepatuhan pada suatu merek.

Sehingga jelas, dalam hal ini label dan merek itu berbeda, merek semata-mata lebih difungsikan sebagai tanda pengenal, pembeda, alat promosi suatu produk, sedangkan label sebagai sumber informasi yang lebih lengkap bagi konsumen karena didalamnya termuat representasi, peringatan, maupun instruksi dari suatu produk.  Informasi sebagai pengertian merupakan stimuli yang secara konsisten menggerakkan perilaku (behavior) antara si pengirim dan penerima informasi.
 Selanjutnya Vincent Gaspersz, mengatakan informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu yang berguna bagi si penerima dan mempunyai nilai yang nyata atau yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang sekarang dan keputusankeputusan yang akan datang.
 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, maka produsen dan importir pangan berkewajiban untuk memberikan keterangan dan atau pernyataan yang benar dan tidak menyesatkan tentang pangan dalam label. Akan tetapi jika diperhatikan label pangan yang beredar saat ini terdapat beragam informasi di dalamnya, mulai dari nama produk tersebut hingga katakata/ kalimat bombastis yang biasanya hanya untuk kepentingan promosi semata. Untuk itu sebagai konsumen yang cerdas, maka kita harus membiasakan diri membaca/mengecek label dengan cermat. Sayangnya, dari hasil kajian yang dilakukan BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional) ditemukan bahwa masalah label kurang mendapat perhatian dari konsumen dimana hanya 6,7% konsumen yang memperhatikan kelengkapan pada label. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan label pangan sesuai ketentuan pasal 1 angka 3 PP No. 69 Tahun 1999 adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan. 

Guna terpenuhinya asas manfaat, asas keamanan dan keselamatan konsumen, tidakkah baiknya penggunaan kata ditempel pada pengertian label dihilangkan saja, karena dengan menghilangkan kata ditempelkan, maka dapat membuat label menjadi satu dengan kemasan. Penghilangan kata ditempelkan pada pengertian label setidaknya juga akan meminimalisir terjadi kecurangan-kecurangan seperti yang telah disebutkan diatas. Dari hasil kajian Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) ditemukan bahwa penyimpangan terhadap peraturan pelabelan yang paling banyak terjadi salah satunya adalah label yang ditempel tidak menyatu dengan kemasan. Kemudian dalam Pasal 2 PP No. 69 Tahun 1999 menyebutkan :

1. Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan.

2. Pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.

Kemudian didalam pasal 3 dari PP No. 69 Tahun 1999 tersebut ditentukan bahwa :

1. Label sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) berisikan keterangan mengenai pangan yang bersangkutan.

2. Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya :

a. nama produk;

b. daftar bahan yang digunakan;

c. berat bersih atau isi bersih;

d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia.

e. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.

Hal yang sama juga ditentukan dalam pasal 111 ayat (3) Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009.

Point a, c, d dalam pasal 3 ayat (2) dalam pasal 12 PP No. 69 Tahun 1999 disebut sebagai bagian utama dari label. Yang dimaksud dengan bagian utama yaitu bagian yang memuat keterangan paling penting untuk diketahui konsumen. 

Nama produk penting karena nama produk menunjukkan identitas mengenai produk pangan. Padanya harus memberi penjelasan mengenai produk yang bersangkutan, tidak menyesatkan dan harus menunjukkan sifat dan atau keadaan yang sebenarnya. Bila terdapat gambar dalam label produk, gambar ini harus menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Misalnya, disuguhkan gambar buah-buahan, sayur, daging, ikan atau lainnya harus benar mengandung bahan-bahan itu. Fungsi label halal pada produk berdasarkan UU No. 8 tahun 1999, Label halal merupakan suatu produk barang yang dikonsumsi bisa dikategorikan sebagai barang yang meragukan. Jadi dalam hal ini diharapkan moralitas dari pihak produsen untuk memberikan perlindungan yang baik terhadap konsumen dengan bentuk kerelaan produsen dalam mencantumkan label halal bagi produk yang dikeluarkannya. Dengan demikian, konsumen menjadi lebih nyaman dan terhindar dari rasa khawatir, mengingat bahwa bagi umat Islam kehalalan pangan sangatlah prinsipil karena berkaitan dengan keyakinan agamanya.
Penggunaan nama produk pangan tertentu yang sudah terdapat dalam Standar Nasional Indonesia, dapat diberlakukan dengan wajib dengan Keputusan Menteri Teknis. Dengan perkembangan teknologi di bidang pangan maka terdapat produk pangan tertentu yang tidak atau belum memiliki nama produk, misalnya makanan ringan yang dikenal dengan dengan istilah snack seperti chiki, tazzoz, dan lain-lain. Berat bersih (isi bersih) adalah pernyataan yang memberikan keterangan mengenai kuantitas atau jumlah produk pangan yang terdapat di dalam kemasan atau wadah. Penggunaan ukuran isi (liter dan sejenisnya) untuk makanan cair, ukuran berat (kg dan sejenisnya) untuk makanan padat. Dan ukuran isi atau berat untuk makanan semi padat atau kental. Khusus pangan yang menggunakan medium cair maka berat bersih harus diukur dengan medium cair (setelah ditiriskan, drained weight), dan disebut sebagai berat tiris. Contoh berat bersih 680 g.

Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia juga merupakan bagian utama dari label. Dalam hal pihak yang memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia berbeda dengan pihak yang mengedarkan, maka nama dan alamat pihak yang mengedarkan (distributor) juga harus dicantumkan dalam label. Pentingnya mencantumkan nama dan alamat ini adalah untuk memudahkan konsumen jika dikemudian hari produk yang dihasilkan menimbulkan kerugian pada konsumen. Nama dan alamat ini paling tidak menginformasikan nama kota, kode pos dan nama Negara
. 

Analisis Terhadap Bentuk-Bentuk Perlindungan Konsumen Dalam Mas}lahah Murs}alah  Terhadap Label Halal Pada Produk

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab III bahwa, perlindungan konsumen adalah segala segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Sedangkan yang dimaksud sebagai konsumen di sini adalah setiap orang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik dari kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan jadi yang dimaksud konsumen dalam Undang-undang ini adalah konsumen akhir, bukan untuk diperjual belikan kembali. 

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan subtansinya dapat dibagi menjadi tiga asas, yaitu
:

1. Asas manfaat, yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen.

2. Asas keadilan yang di dalamnya , meliputi asas keimanan.

3. Asas kepastian hukum.

Dari tiga asas ini, asas yang paling menonjol dalam asas keadilan, demikian pula hubungannya dengan substansi pasal 1 angka (1) dalam bab sebelumnya, dapat dikatakan hukum ini dalam lingkup kajian hukum ekonomi. Hukum ekonomi yang dimaksud yaitu, mengakomodasi dua aspek hukum sekaligus diantaranya aspek hukum public dan aspek hukum privat (perdata). Sebagai asas hukum, dengan sendirinya menetapkan asas ini yang menjadi rujukan pertama baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam berbagai aktifitas yang berhubungan dengan perlindungan konsumen oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya. 

 “Di  antara  umat  Islam  ada  yang berlebihan dalam  memelihara  mas}hlahah umum, maka  mereka  menjadikan syari’at  sebagai  hal  terbatas  yang tidak  bisa  sejalan menurut  kemashlahatan hamba  yang memerlukan  pada  lainnya. Mereka  telah menghalangi  dirinya  untuk menempuh jalan  yang  benar berupa jalan kebenaran dan keadilaan. Adapun di anatara  mereka yang melampaui  batas  sehingga  membolehkan sesuatu yang dapat  memudahkan  syari’at allah dan menimbulkan kejahatan yang kejam dan kerusakan yang dahsyat”.

Jadi  penggunaan Mas}lahah Murs}alah  itu selama  tidak bertentangan dengan nash yang qath’i, serta bertujuan semata-mata untuk menjaga kemashlahatan  ummat, menurut  hemat  penulis  boleh dijadikan salah satu metode  ijtihad untuk  menetapkan hukum.  Pada produk makanan dan minuman olahan, obat-obatan, kosmetika  sejalan dengan ajaran Islam\, umat menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi tersebut dijamin kehalalan dan kesuciannya. Menurut ajaran Islam, mengkonsumsi yang halal, suci, dan baik  merupakan perintah agama dan hukunya wajib.

Dalam pasal UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen bertujuan:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; 

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghidarkannya dari akses negatif pemakai barang dan/atau jasa;

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menentukan hak-haknya sebagai konsumen;

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai kepetingannya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atu jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen”.

Keenam tujuan khusus perlindungan konsumen yang disebutkan bila dikelompoknya ke dalam tiga tujuan hukum secara umum, maka tujuan hukum mendapatkan keadilan.

Analisis Terhadap UU No.8 Tahun 1999 Terhadap Produk Bagi Konsumen Muslim.

Sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, jadi sudah jelas konsumen terbesar adalah konsumen muslim. Meski demikian, hak-hak dasar keberagamaannya belum terjamin secara maksimal oleh kebijakan-kebijakan pemerintahan, khususnya dalam urusan yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Padahal mestinya makanan atau apapun yang dikonsumsi oleh konsumen muslim tersebut harus sudah di standarisasi  sesuai dengan hukum Islam, bukan semata-mata hanya menurut hukum dagang, untung rugi saja. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an Surat Al-Ma’idah ayat [5] 88. Allah berfirman:

((((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((((( ((((   

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

Dalam ajaran Islam, sangat mementingkan kebaikan dan kebersihan di semua aspek, baik dari makanan maupun barang gunaan. Karena, umat islam diperintahkan untuk memakan dan mengkonsumsi bahan-bahan makanan yang baik, suci dan bersih saja, karena hal ini berkaitan dengan hukum halal maupun haram. Oleh karena itu, umat Islam perlu mengetahui informasi yang jelas mengenai barang yang mereka gunakan.
     

Dalam undang-undang perlindungan konsumen yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu dinyatakan dalam pasal 8 ayat 1 huruf
 a s/d h sebagaimana berikut:

1. Pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa:

2. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan. 

3. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

4. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran timbangan, dan jumlah hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

5. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaiman dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

6. Tidak sesuai dengan mutu, tingkat, kompusisi, proses pengolahan, gaya model atau penggunaan tersebut sebagaimanadinyatakan dalam label atauketerangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

7. Tidak sesuai dengan janji yang diyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut

8. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu 

9. penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

10. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara “label” yang dicantumkan dalam label.

Dengan adanya ketentuan ini, maka setiap produsen dalam memperoduksi suatu barang dan/atau jasa mempunyai kewajiban untuk:

1. Menaati atau memenuhi persyaratan peraturan atau ketentuan yang telah di tetapkan oleh pemerintah.

2. Menjamin hasil produksinya aman atau tidak berbahaya bila dikonsumsi.

Sebenarnya bila diperhatikan lebih jauh ketentuan “halal” dalam pasal 8 UUPK poin h, belum jelas karena halal dalam arti luas adalah aman untuk dikonsumsi atau boleh dikonsumsi oleh konsumen. Karena tidak dijelaskan apakah hal itu juga halal bagi konsumen Islam. Mengingat  begitu banyaknya makanan konsumen.

Menyangkup perlindungan konsumen terhadap produk halal, dibutuhkan jaminan kehalalan suatu produk pangan yang di wujudkan diantaranya dalam bentuk sertifikat halal.  Dengan setifikat halal, produsen dapat mencantumkan logo halal setiap kemasan dalam produk sehingga konsumen dapat mengetahui dengan jelas barang yang konsumsi yang jadi masalah sekarang, bagaimana menjamin bahwa setifikat halal tersebut telah memenuhi kaidah syari’at yang ditetapkan oleh hukum Islam.

Suatu produk pangan, dalam hal ini berhubungandengan kompetensi lembaga yang mengeluarkan sertifikat, standar halal yang digunakan, personel yang terlihat dalam sertifikasi dan auditing juga mekanisme sertifikat halal itu sendiri dengan demikian, diperlukan adanya suatu standar dan sistem yang dapat menjamin kebenaran hasil sertifikasi halal.
 

Kesimpulan

Setelah  penelitian menyampaikan perbab maka dapat disimpulan fungsi label halal adalah:

1. Pihak produsen untuk memberikan perlindungan yang baik terhadap konsumen dengan bentuk kerelaan produsen dalam mencantumkan label halal bagi produk yang dikeluarkannya. Dengan demikian konsumen menjadi lebih nyaman dan terhindar dari rasa khawatir, mengingat bahwa bagi umat Islam kehalalan pangan sangatlah prinsipil karena berkaitan dengan keyakinan agamanya.

2. Analisis Mas}lahah Murs}alah  terhadap label halal pada produk berdasarkan UU No. 8 tahun 1999, Sesuai dengan tujuan, prinsip dan dalil-dalil, syara’ yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat dhururiya<t (primer) Maupun ha>jjiyah (sekunder). Dalam Mas}lahah Murs}alah    pada  prinsipnya  merupakan suatu upaya  dalam  menetapan hukum  dengan mendasarkan atas  kemaslahatan ummat pada  keadaan  hukum  tidak terdapat  di  dalam  nas} atau ijma’, tidak ada  pula  penolakan atasnya  secara tegas. Secara sederhana dapat di asumsikan bahwa adanya label halal pada produk menunjukkan adanya dampak positif atau manfa’at terhadap semua muslim.

Daftar Pustaka
Abdul wahab khallaf, ilmu usul fiqh,(Jakarta, PT.Rinika Citra, 1990),

Abdulkadir Muhammad, 2001, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 89.

Ahmad Fauzan, 2006, Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Yama Widya, Bandung).

Ahmadi Miru dan SutarmanYodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2004), cet. 1,

Alam Ibid.,  hlm.  151.  Dijelaskan  lagi  pendapat  tentang  ketidak  bolehan  maslahah  al-mursalah  dijadikan landasan hukum, kecuali bila ditemukan bukti pengakuan tertentu akan membawa syari’at  menjadi statis (jumud) karena tidak seiring dengan perkembangan kehidupaan manusia.

Anton Apriantono dan Nur Bowo, Panduan Belanja Dan Sertifikat Halal, (Jakarta: Khoirul Bayan, 2003),
Asbabun-Nuzul, jika ditinjau dari persfektif yuridis sangat membantu umat Islam untuk memecahkan persoalan hukum yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara melakukan interpretasi juridis-historis.

Az. Nasution, Konsumen Dan Hukum,(Jakarta: Sinar Harapan, 1995),
Imam Masykur Alie, Bunga Rampai Jaminan Produk Halal Di Negara Anggota Mabims, Bagian Proyek Sarana Dan Pra Sarana Produk Halal Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Menyelenggarakan Haji, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003),

Kamal Muchtar, Ushul Fiqh, (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995

Kamal Mukhtar dkk, Ushul Fiqh jilid I  (Yogyakarta : Dana Bhakti wakaf, 1995),
Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Tajwid.

Muhammad bin Isnail Abu Abdullah, Al-Bukha>ri, S}ahi>h Al-Bukha>ri, (Yaman: Ridwana, 2008), jus 2, 733. No 1976.

Rachmad Usman, 2003, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia,( PT. Citra Aditya Bakti, Bandung),

Rachmat Syafe’i,ilmu ushul fiqh.(Pustaka Setia, 1999), 

Satjipto Rahardjo, 1977, Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, (selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo II),

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen , Sinar Grafika, 1999.

Vincent Gaspersz,1988, Sistem Informasi Manajemen (Suatu Pengantar), Armico, Bandung.

Widyahartono, 1983, Industri Informasi dalam Dekade 80-an (Informatie Industrie In de Jarem Tachtig D. Overkleeft), Alumni, Bandung, V.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Makalah Label Halal, (Jakarta Pustaka Pelajar,2002

YLKI Minta BPOM Tindaklanjuti Temuan Pangan Tanpa Label “, diakses 26 Oktober

Yusuf Shofie, Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Ghalia Indonesia,2002), 

[image: image2.png]























































































� � HYPERLINK "http://www.halalguide.info/2009/06/27/kehalalan-produk-pangan-dalam-kemasan/" �http://www.halalguide.info/2009/06/27/kehalalan-produk-pangan-dalam-kemasan/� 23 april 2013.


� Ibid., 162.


� Yusuf Shofie, Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 13. 


� Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Sinar Grafika, 1999.


� Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Makalah Label Halal, (Jakarta Pustaka Pelajar,2002), 1.


� Kamal Muchtar, Ushul Fiqh, (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 143.


� Muhammad bin Isnail Abu Abdullah, Al-Bukha>ri, S}ahi>h Al-Bukha>ri, jus 2, (Yaman: Ridwana, 2008), 733.


� Kamal Mukhtar dkk, Ushul Fiqh jilid I  (Yogyakarta : Dana Bhakti wakaf, 1995), 146.


� Rahmad Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh, 122.


� Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Usul Fiqh, (Jakarta, PT.Rinika Citra, 1990), 101.


� Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh, (Pustaka Setia, 1999), 35.


� Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, 122.


� Asba>bu al-Nuzu>l, jika ditinjau dari persfektif yuridis sangat membantu umat Islam untuk memecahkan persoalan hukum yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara melakukan interpretasi juridis-historis.


� Az. Nasution, Konsumen Dan Hukum, (Jakarta: Sinar Harapan, 1995), 64.


� Yusuf Sofie, Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korupsi, 26.


� Satjipto Rahardjo, Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 1977), 36.


� Rachmad Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, ( PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003,), 48.


� Ahmad Fauzan, Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung: Yama Widya, 2006), 127.


� Widyahartono, Industri Informasi dalam Dekade 80-an (Informatie Industrie In de Jarem Tachtig D. Overkleeft), (Bandung: Alumni, 1983), v.


� Vincent Gaspersz, Sistem Informasi Manajemen (Suatu Pengantar), (Bandung: Armico, 1998), 15.


� YLKI Minta BPOM Tindaklanjuti Temuan Pangan Tanpa Label “, diakses 26 Oktober


2010, available from : http://m.antaranews.com


� Ahmadi Miru dan SutarmanYodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2004), cet. 1, 26. 


� Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, 123.


� Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Tajwid, 88.


� Imam Masykur Alie, Bunga Rampai Jaminan Produk Halal Di Negara Anggota Mabims, Bagian Proyek Sarana Dan Pra Sarana Produk Halal Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Menyelenggarakan Haji, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), 21.  


� Anton Apriantono dan Nur Bowo, Panduan Belanja Dan Sertifikat Halal, (Jakarta: Khoirul Bayan, 2003), 25.





                                                                                   Vol. 04, No. 01, Juni 2014
                                                                                   Vol. 04, No. 01, Juni 2014

